PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang vyang
pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;

bahwa guna meningkatkan penerimaan daerah guna
menunjang pelaksanaan pembangunan,
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada
masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan  di
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang
dikenakan retribusi;

bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01
Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
dipandang sudah tidak sesuai lagi  dengan
perkembangan pembangunan dan masyarakat;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf ¢, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Pangkalpinang sebagai pengganti
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun
2000;



Mengingat

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor
3699);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848 );

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang



Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
197/Menkes/SK/11/1997 tentang Persetujuan Kelas
Rumah sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II
Pangkalpinang Dari Kelas D Menjadi Kelas C;

14.  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
582/Menkes/SK/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang
Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

15, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 803/Menkes/SKB/VII/1998 dan
Nomor 060.440.915 tentang Tarif dan Tambahan
Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia
Dan Anggota Keluarganya;

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
56/Menkes/SK/11/2005 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin Tahun 2005;

17.  Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun
2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Tahun 2000 nomor 01, Seri B Nomor 01);

18.  Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah  Tahun 2000 Nomor 18, Seri D
Nomor 7);

19.  Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun
2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor
03);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS|I PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kota adalah Kota Pangkalpinang;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan
barang dan / atau perpajakan daerah dan / atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya di singkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang;

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kota Pangkalpinang ;
Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang di
berikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan
atau pelayanan kesehatan lainnya ;

Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
perawatan kesehatan lainnyadengan menempati tempat tidur ;

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko
kematian atau cacat ;

Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara
intensif terhadap pasien gawat;

Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara
intensif terhadap pasien gawat;

Rawat jalan kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang di berikan bagi
pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah;

Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan , tindakan
pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci
sesuai dengan jenis masing — masing tindakan;

Pemeriksaan / Menegakkan diagnosa adalah kegiatan pemeriksaan
Laboratorium , Radiologi, Patologi Anatomi dan pemeriksaan elektromedik
lainnya untuk membantu menegakkan diagnosa.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
Jasa Rumah Sakit adalah imbalan bagi Rumah sakit untuk pemakaian fasilitas
peralatan dan ruang yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit , sesuai
dengan keperluannya;

Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya;

Jasa Anestesi adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan tindakan
anestesi oleh tim operasi;

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care ) di Rumah Sakit adalah
pelayanan kepada pasien untuk observasi , perawatan, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan
menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu ) hari;
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Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh
tenaga medik;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;

Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan
diagnosis dan terapi;

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah
Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik (
transportasi, akomodasi, apotik);

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;

Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
kepentingan hukum;

Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan
jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk
kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses
peradilan;

Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran
tarif rumah sakit;

Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
pelayanan di Rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai
imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian
sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat
kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalamrangka observasi,
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di
Rumah Sakit;

Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di
ruang rawat inap;

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya
pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat
pelayanan di Rumah Sakit;

Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh
sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang
diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani
kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;

Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang
diberikan rumah sakit;

Tarif pemeriksaan laboratorium merupakan tarip per satu para meter
pemeriksaan;

Tarif tindakan di Paviliun disamakan dengan Kelas Utama.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama  Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan .



